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Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena
berkat rahmat dan hidayah-Nya, maka Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan )
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 dapat terselesaikan.

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur memuat
rumusan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Tahun
Anggaran 2022 yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan
Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2021-2026.

Dalam mendorong efektivitas pemerintahan dan pembangunan saat ini,
kondisi serius yang perlu dipertimbangkan dalam setiap pengambilan keputusan
adalah kecenderungan lingkungan yang berlangsung pesat dan terus berubah sesuai
dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Perkembangan lingkungan strategis
tersebut akan mempengaruhi perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi serta
kebijakan dalam pengambilan keputusan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi
yang telah ditetapkan. Untuk mengantisipasi perkembangan tersebut, maka setiap
organisasi akan dituntut terus melakukan adaptasi dan inovasi, agar tetap memiliki
peran dalam lingkungan yang senantiasa berubah tersebut, sehingga pencapaian
target dan sasaran pembangunan dapat terwujud melalui penyempurnaan kebijakan,
program dan kegiatan.

Akhimya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah
membantu dan terlibat dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja
Perubahan) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022, semoga
Rencana Kerja ini bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Malili, | Juli-2022
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MUHAMMAD SAID, SE,MM
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1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB Il HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN
LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BAPENDA Tahun Lalu dan Capaian
Renstra BAPENDA.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BAPENDA ..o
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BAPENDA

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ..o

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB Il TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN
PENDAPATAN DAERAH. .......c.oooiiiiiiiieieee e,
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ...
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BAPENDA.....umusasmssmmmmissmsss i
3.3 Program dan Kegiatan BAPENDA.........c.ciscninmnaisssms s aasmmsisms

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENDAPATAN

BABV PENUTUP



14

Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk
periode 1 (satu) tahun. Fungsi Renja Perangkat Daerah adalah sebagai acuan
dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam
membangun daerah sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra)
Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah memuat antara lain program dan
kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu
indikatif serta prakiraan maju.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 secara garis besar memuat program,
kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan
pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang
disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Sebagai
sebuah dokumen resmi, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang
strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah
dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi
pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra
Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian
Visi dan Misi Daerah. Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Tahun
2022 akan menjadi dasar dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum
APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Perubahan Tahun Anggaran 2022, serta digunakan sebagai dasar penyusunan
Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) Perangkat Daerah untuk
penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan
2022(APBD Perubahan).

Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
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1.2

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, bahwa proses penyusunan Renja Perangkat Daerah
terdiri dari beberapa tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan
rencana kerja, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat
daerah/lintas perangkat daerah, perumusan rencana kerja dan tahap
penetapan renja perangkat daerah.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur yang dibentuk
berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 90 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan
Pendapatan Daerah merupakan salah satu perangkat daerah yang
menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan
yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun dan melaksanakan
kebijakan pengelolaan Pendapatan Daerah di Kabupaten Luwu Timur.

Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan Renja Perubahan Badan Pendapatan

DaerahKabupaten Luwu Timur Tahun 2022, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara
Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD,
RPJMD dan RKPD;

4. Permendagri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan
Daerah;

5. Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
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Keuangan Daerabh;

8. Permendagri 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerabh,

9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 02 Tahun
2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP)
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 — 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten

Luwu Timur Tahun 2016 nomor 3);

1.3 Maksud dan Tujuan
a. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perubahan Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Luwu Timur adalah untuk melakukan evaluasi peiaksanaan

program dan kegiatan tahun sebelumnya serta sebagai pedoman dalam

pelaksanaan program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran
dan pagu indikatif Tahun 2022 yang dijabarkan dalam Dokumen

Pelaksanaan Anggaran Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Luwu Timur.

b. Tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini adalah untuk:

a. Merumuskan program, kegiatan dan pendanaan untuk 1 (satu) tahun
yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Luwu Timur.

b. Memasukan program dan kegiatan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran
Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUA-
PPAS Perubahan) Tahun 2022.

¢. Mengetahui masalah, tantangan dan solusi dalam penyelengaraan tugas
dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur tahun
sebelumnya.

d. Mensinergikan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Luwu Timur dengan dokumen RKPD Kabupaten Luwu Timur.

1.4. Sistematika Penulisan
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan
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RPJPD, RPJMD dan RKPD, maka sistematika penyusunan Renja Perubahan
BAPENDA Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 meliputi:

BAB |

1.1

1.2

1.3

1.4

BAB I

2.1

2.2

PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan
Renja BAPENDA, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat
dipahami dengan baik.

Latar Belakang

Memuat uraian tentang gambaran kedudukan BAPENDA, rencana
Kerja BAPENDA, keterkaitan antara Renja BAPENDA dengan
Dokumen RKPD dan Renstra BAPENDA.

Landasan Hukum

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam
penyusunan Renja BAPENDA Tahun 2022.

Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan
Renja BAPENDA.

Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja BAPENDA,
serta susunan garis besar isi dokumen setiap BAB beserta Sub BAB
sesuai Permendagri 86 Tahun 2017.

HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH

TAHUN LALU

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja
BAPENDA Tahun lalu (Tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun
berjalan (tahun n-1).

Evaluasi Pelaksanaan Renja BAPENDA Tahun Lalu dan Capaian
Renstra BAPENDA.

Memberikan uraian dan penjelasan dari hasil pelaksanaan Renja
seliap program kegiatan dan capaian Renstra BAPENDA.

Analisis Kinerja Pelayanan BAPENDA

Menjelaskan dan menyajikan hasil analisa kinerja pelayanan
BAPENDA serta indikator yang mempengaruhi kinerja tersebult.
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2.3

2.4

2.5

BAB i

3.1
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BAB IV

BAB V

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BAPENDA
Permasalahan yang dikedepankan untuk ditanggapi yang dianggap
penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BAPENDA.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Menyajikan tabel perbandingan antara Rancangan Awal RKPD Tahun

2022 dengan hasil analisis kebutuhan yang ada.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN
PENDAPATAN DAERAH |
Menggambarkan dan menguraikan Tujuan, Sasaran, Program dan
Kegiatan BAPENDA

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menguraikan dan menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan
prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan
fungsi BAPENDA.

Tujuan dan Sasaran Renja BAPENDA

Menguraikan dan menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran
didasarkan atas rumusan isu-isu penting dalam penyelenggaraan
tugas dan fungsi BAPENDA. \

Program dan Kegiatan BAPENDA

Menguraikan dan menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan
pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian
garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan BAPENDA.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENDAPATAN
DAERAH

Pada bab ini menguraikan rencana kerja dan pendanaan perangkat
daerah pada tahun rencana.

PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapal perhatian dalam
pelaksanaan  alau ketersediaan  anggaran, kaidah-kaidah
pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.
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2.1

BAB 1l
HISIL EVIDLUSY BENGIND KERIL
PERINGHIST DOERNH TAHUN LALY

Evaluasi Pelaksanaan Renja BAPENDA Tahun Lalu dan Capaian Renstra BAPENDA

Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas
kinerja Instansi Pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak
memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang
direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja BAPENDA Kabupaten Luwu Timur.

Secara umum, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah
(Renja BAPENDA) dilakukan dengan cara mengkaji antara target dengan realisasi
masing-masing indikator kinerja. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan
membandingkan antara rencana kinerja dan sasaran yang hendak dicapai dengan
realisasi kinerja Perangkat Daerah, untuk kemudian dianalisis terhadap penyebab
terjadinya celah kinerja sebagai bahan perbaikan dimasa yang akan datang. Hal ini
bermanfaat dalam memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh
mana suatu organisasi telah mewujudkan misi yang ditetapkan.

Terkait dengan hal tersebut diatas Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Luwu Timur menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran
Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur sampai dengan tahun berjalan dan perkiraan
target tahun 2023.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur pada Renja Pokok Tahun
Anggaran 2022 Pagu Murni sebesar Rp. 12,267,803,648,- (Dua Belas Milyar Dua Ratus
Enam Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Ribu Enam Ratus Empat Puluh Delapan
Rupiah) sedangkan pada Renja Perubahan 2022 pagu sebesar Rp 15,267,803,150 (Lima
Belas Milyar Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Ribu Seratus Lima
Puluh Rupiah). Diharapkan Realisasi Penerimaan Pendapatan Tahun 2022 dapat
tercapai dan dapat menyerap anggaran sesuai dana yang diberikan sehingga pada Tahun
2022 diperkirakan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Luwu Timur sebesar Rp. 15.267.803.150,- (Lima Belas Milyar Dua Ratus
Enam Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah) sesuai
dengan pemetaan Permendagri 90 (Tabel Terlampir).
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2.2

Adapun terkait rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan rencana Kkerja dan
pencapaian Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah sampai dengan Tahun 2021
masih bergabung dengan instansi Induk yakni Badan Pengelolaan Keuangan dn Aset
Daerah, yang mana Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur baru terbentuk
pada tanggal 30 Desember tahun 2021 berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor
90 Tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur mempunyai tugas membantu
Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam memimpin dan melaksanakan urusan
pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah dalam mencapai
target pendapatan daerah dan melihat potensi PAD yang ada di Kabupaten Luwu Timur
berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan QOrganisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Luwu Timur

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Luwu Timur Tahun 2021-2026 pada Misi 4 yaitu Menciptakan Kepemerintahan dan
Pelayanan Publik yang Lebih Baik dengan tujuan Meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah Dalam Rangka Memperkuat Pendanaan Sumber Sumber Belanja Daerah,
maka dalam pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Daerah untuk mendukung misi, tujuan
dan sasaran tersebut Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai
berikut:

1.  Merumuskan kebijakan teknis di bidang Perencanaan dan Pengembangan
Pendapatan Daerah;

2.  Merumuskan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah;

3.  Merumuskan kebijakan teknis di bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ;

4. Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara Badan Pendapatan
Daerah

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.



Dalam melaksanakan pelayanan dibidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur didukung oleh ketersediaan sumber daya
aparatur sejumlah keseluruhan 23 (dua puluh tiga) orang Aparatur Sipil Negara (ASN})
dan 22 (dua Puluh Dua) orang Tenaga Upah Jasa. Selain didukung oleh sumber daya
aparatur, dalam pelaksanaan pelayanan Badan Pendapatan Daerah juga didukung oleh
adanya sarana dan prasarana serta anggaran yang tersedia.

Untuk pengelolaan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang salah satunya
melalui penerimaan pajak daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur
menggunakan program aplikasi SIMPADA (Sistem Informasi Manajemen Pajak dan
Retribusi Daerah) yang bertujuan untuk :

1. Aplikasi Simpada ini merupakan sebuah platform sistem yang mempunyai 2 fungsi
utama, yakni sebagai pengelola database, dimulai dari pendaftaran, pelaporan,
penetapan, pembuatan kode billing sampai dengan penyajian laporan. Simpada juga
memiliki fungsi APl (Aplication Procesing Interface) yang bisa menghubungkan
Simpada dengan sistem lainnya.

2. Menggunakan sistem komputerisasi secara optimal dan maksimal sehingga dapat
menghasilkan laporan yang tepat dan akurat.

3. Menyiapkan suatu manajemen report sesuai dengan kriteria yang diinginkan untuk
mempermudah para pimpinan didalamnya mengambil keputusan dan mengelola
administrasi dan keuangan yang ada.

4. Menyiapkan dan meningkatkan sumber daya manusia untuk mampu memanfaatkan
alat bantu komputer didalam mengefisiensikan dan mengefektifkan tugas sehari-hari.

Selain Aplikasi yang digunakan, untuk pengelolaan penerimaan pendapatan asli
daerah yang salah satunya melalui penerimaan pajak daerah, Badan Pendapatan Daerah

Kab.Luwu Timur juga berinovasi Menghadirkan Layanan Pajak Daerah Keliling dengan

nama LAKELING dengan menggunakan transaksi digital yang menggunakan QRIS guna

untuk meningkatkan kuliatas kinerja dan pelayanan terhadap masyarakat khususnya wajib
pajak daerah.

Kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat mengharuskan pelayanan publik untuk

segera dibenahi menuju pelayanan digital yang mudah, cepat, transparan dan akuntabel.

Adapun pokok rencana kerja yang akan dilaksanakan yaitu :

1. Mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah dengan metode mekanisme kanal

digital (QRIS).

2. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan.

3. Memanfaatkan teknologi untuk menekan pembayaran tunai ke non tunai untuk
mengoptimalisasi penerimaan pendapatan daerah.



Lima jenis objek pajak yang difokuskan sebagai penerimaan yang memiliki potensi
pendapatan daerah yaitu

+ Pajak MBLB

« Pajak Restoran

*+ Reklame
«+ BPHTB
*  Hotel

Dengan adanya perkembangan dibidang teknologi informasi, maka diharapkan
ketersediaan dan keakuratan data yang dihasilkan atau disajikan dapat digunakan
sebagai bahan untuk pengambilan keputusan dalam rangka peningkatan kualitas
pengelolaan pendapatan daerah.

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif yang
menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator
Kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome),
manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana,
sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini

- diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator

yang telah ditetapkan.
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2.2.1 Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja
kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Capaian Rencana
Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat kajian (review) terhadap hasil
evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Luwu Timur tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun
berjalan (tahun n-1), mengacu pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun
berjalan dan selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur berdasarkan realisasi program dan
kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

Secara garis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam
tahun-tahun yang lalu mempunyai arah kebijakan yang akan diambil dalam
mendukung pencapaian tujuan organisasi meliputi:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah

[

Peningkatan kualitas pelayanan administrasi Aparatur Bapenda
Peningkatan kualitas kinerja Aparatur Bapenda

ol

Peningkatan tertib administrasi pelaporan kinerja Bapenda

Secara umum program dan kegiatan Bapenda Kabupaten Luwu Timur
untuk Tahun 2022 dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian indikator kinerja pada 1

(satu) Tujuan dengan 1 (satu) sasaran yang ditetapkan.

1. | Meningkatkan | Persentase

Pendapatan Asli | tingkat

Daerah dalam kemandirian

rangka keuangan daerah| ,, 55 | 5319 | 2303 | 2607 | 26,55 | 2773
memperkuat :

pendanaan sumber
— sumber belanja
daerah




Analisis Kinerja Pelayanan badan yang berpedoman pada Indikator Kinerja Sasaran
OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel Indikator Kinerja Sasaran OPD

Persentase
peningkatan 95,00 | 9500 | 9520 | 9540 | 9560 | 9580

1| penerimaan
pendapatan daerah

Persentase
peningkatan
penerimaan
Pendapatan Asli
Daerah

3 | Persentase
pertumbuhan PAD
terhadap pendapatan
daerah




Tabel Realisasi Pendapatan Tahun 2017-2021

TAHUN REALISASI
2017 Rp.1.365.172.782.139,53
2018 Rp.1.466.152.959 822,66
2019 Rp.1.513.976.802.499,03
— Rp1.495.670.435.578,65
ol Rp1.549.649.873.412,52

Sumber Data : Auditied BPK RI

Dari tabel di atas dapat dilihat progress realisasi pendapatan untuk lima tahun terakhir

dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021, terus mengalami peningkatan.

Tabel Persentase Proporsi Realisasi Pendapatan Tahun 2021

1 Pendapatan Yo
1.1. Pendapatan Asli Daerah 19,74
1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 11,82
1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 0,27
113 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 148
dipisahkan ’
1.14 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 6,17
1.2 Dana Perimbangan 55,99
1.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil bukan pajak 10,92
122 Dana Alokasi Umum 32,42
123 Dana Alokasi Khusus 12,65
1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 24,27
13.1 Pendapatan Hibah 7,13
132 Dana Bagi Hasii Pajak dari Provinsi dan 928
pemerintah daerah lainnya ’
1.3:3 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus ) 7,86

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase proporsi tertinggi dalam Realisasi
Pendapatan terdapat pada Dana Perimbangan sebesar 55,99 Persen pada pos Dana Alokasi
Umum sebesar 32,42 persen. sedangkan yang terendah ada pada Pendapatan Asli Daerah
yang prosentasenya sebesar 19,74 Persen hanya sedikit lebih kecil dibanding Lain — Lain
Pendapatan Daerah yang sah sebesar 24,27%.



Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Luwu Timur

Persentase
peningkatan
penerimaan
pendapatan
daerah

Persentase

peningkatan
penerimaan
Pendapatan
Asli Daerah

Persentase
tingkat
kemandirian
keuangan
daerah




2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan
Daerah

Dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan baik ditingkat pusat
maupun ditingkat daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur
sebagai koordinator Bidang Pendapatan Daerah, melalui program dan kegiatannya
khususnya program kegiatan strategis berupaya dengan maksimal untuk
melakukan tupoksinya demi tercapainya sasaran strategis yang telah ditentukan.
Badan Pendapatan Daerah tetap melakukan koordinasi dan sinergi
program/kegiatan dengan pemerintah pusat (kementerian/lembaga) dan pemerintah
provinsi khususnya dibidang peningkatan kualitas pendapatan daerah agar sesuali
dan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk
mencapai target pendapatan daerah. Beberapa kegiatan yang perlu dilakukan oleh
Badan Pendapatan Daerah antara lain :

1. Melakukan koordinasi dalam hal gerakan optimalisasi pendapatan perlu
dimaksimalkan baik secara vertikal dan horizontal di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Luwu Timur;

2. Tuntutan pelayanan berbasis digital dalam memberikan pelayanan yang
lebih cepat, tepat, akurat, dan efisien perlu perbaikan sistem di aplikasi
teknologi komunikasi yang dapat memproses dan memberikan pelayanan
kepada wajib pajak secara lebih luas di seluruh Pemerintahan Kabupaten
Luwu Timur,;

3. Memperkuat jaringan dan jangkauan operasional Layanan Pajak Daerah
Keliling (LAKELING) bagi daerah yang masih kurang dari sisi jaringan
komunikasi internet diperkuat dan jemput bola yang dianggap strategis bagi
optimalisasi pendapatan;

4. Dalam situasi Pandemi Covid-19 dan pemberian pelayanan kepada wajib
pajak, pelayanan ekstra dalam pengurusan pajak dan pembuatan SOP
Berbasis standar Protokol Kesehatan didukung SDM baik kuantitas dan
kualitasnya.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemerintah
daerah dituntut untuk semakin meningkatkan kualitas sumber daya aparaturnya
yang memiliki kemampuan untuk bersaing dengan daerah lainnya.



Teknologi saat ini telah memudahkan informasi dapat diakses dengan mudah dan
cepat oleh penggunanya. Memudahkan pertukaran informasi melalui dunia maya.

Penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance dan clean
governance telah menciptakan perubahan-perubahan penting dalam praktek
pemerintahan baik pusat maupun daerah. Perubahan tersebut diantaranya
melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, transparansi
dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendapatan daerah.

Maka dari itu, pemerintah daerah dituntut segera menyesuaikan program
dan kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan
peningkatan pembangunan di segala bidang. Dalam penyelenggaraan tugas dan
fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur terdapat hambatan dan
kendala yang dihadapi, antara lain :

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelayanan pajak belum optimal
disebabkan karena terbatasnya sarana dan prasarana dan anggaran
operasionalnya.

2. Jumlah personil dan sumber daya aparatur yang belum sebanding dengan
beban kerja.

3. Masih terdapat waijib pajak yang belum tertib dilapangan.

4. Kurangnya kesadaran dari aparatur untuk lebih mandiri dalam memahami
peraturan-peraturan perundangan dan mengemban tugas dan tangung
jawabnya masing-masing dalam optimalisasi PAD.

Dampak dari kendala tersebut dapat menghambat/mempengaruhi proses
pembangunan dan pelayanan bagi masyarakat melalui program-program strategis
yang telah tertuang dalam visi dan misi kepala daerah. Oleh karena itu, diperlukan
langkah-langkah strategis untuk ditindaklanjuti dalam program dan kegiatan dalam
rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, antara lain :

a. Memaksimalkan sumber daya aparatur yang tersedia dengan meningkatkan
kemampuan dan kinerja melalui kegiatan-kegiatan bimtek, diklat, kursus atau
sejenisnya.

b. Melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah dan pihak
terkait dalam rangka mengatasi permasalahan pengelolaan pendapatan
daerah.

c. Melakukan sinergitas program dan kegiatan dengan rencana pembangunan
daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi kepala daerah.



d. Membuat kebijakan terkait dengan perpajakan maupun penerimaan lainnya
serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kesadaran
membayar pajak.

e. Mengidentifikasi potensi-potensi penerimaan bagi peningkatan pendapatan
daerah.

f. Peningkatan pelayanan publik dalam pencairan dana sesuai dengan standar
dan prosedur kerja yang telah ditetapkan berdasarkan kewenangan masing-
masing.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Program dan kegiatan pada rancangan awal RKPD perlu dilakukan review
setiap tahun, Adapun gambaran review terhadap rancangan awal Rencana Kerja
pada Badan Pendapatan Daerah dapat dilihat pada tabe! berikut :



Kl

.

Tabel Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Kabupaten Luwu Timur

. Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis K.ebubuhan Penti ng
' Program/ T Target : Program/ : : Target
Kegiatan Lokasi | Indikator Kinerja Capaian Pagu Indikatif Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian Kebutuhan Dana
(1 (2) (3 &) (5) (6) @ (8) ) (10) (11) (12)
procrn e S~ ——
PENUNJANG ﬁusa : 9 PENUNJANG ::': n;k:tg d;erah
URUSAN Kab. URUSAN : :
A. | PEMERINTAHAN | Luwu ';ﬁ::g"“ 95,00 | 9,512,135126 | PEMERINTAHAN K“T"i'“';l"‘“""“ :;ﬁ'::‘(.%)""“a' 95,00 12,267,464,560
E:gﬁngEN Timur berjalan DAERAH
[KOT samml starder KABUPATEN/KOT
A % A
(‘%)
PERENCANAAN, Perencanaan, PERENCANAAN,
PENGANGGARAN | Kab. | 'gnoanggaran PENGANGGARAN - ﬁere'::'a"’:'; dan
a. | DAN EVALUASI I 95,00 65,794,000 | DAN EVALUASI < E::f a“-i‘f(i;e'r‘j'a ’ 100,00 68,794,000
KINERJA L Pera:'lJ;kat KINERJA Peral:rgkat Daerah
PERANGKAT Desrab PERANGKAT
DAERAH DAERAH
Jumlah Jumlah dokumen
Penyusunan dokumen Penyusunan perencanaan
E:?nT::a kab, | Perencanaan g"‘“;’;’:“a perangkat daerah
i ' rangkat erentan Kab. Luwu ang disusun tepat
1. | Perangkat Luwu | B° eraﬁ i 3 49.057.000 | perangkat e i faoke mer“’) 2 50.902.000
Daerah Timur | eisun tepat Daerah
waktu
(dokumen)
o Jumlah o Jumlah dokumen RKA
gaogrdmag Kab dokumen RKA g:::rdmas: & SKPD yang disusun
. SKPD yan Kab. Luwu tepat waktu
2. | penyusunan %uwu disusuﬁ[f] tegpat 2 3.002.000 Penyusunan Thiiie 0 2 3.002.000
Dokumen RRME: L ot Dokumen
RKA-SKPD RKA-SKPD
. Jumlah ) Jumlah dokumen DPA
ggﬁrdlnam Kab dokumen DPA g:grdinaﬂ SKPD vyang disusun
d SKPD an Kab. Luwu tepat waktu
4. | penyusunan Luwu | 20 t\;pagt 2 3.000.000 Penyusunan scobl pa 2 3.000.000
Dokumen Timur waktii Dokumen
DPA-SKPD DPA-SKPD




Evaluasi Kinerja Jumtah Evaluasi Kinerja Jumlah Dokumen
Perangkat Daerah Dokufmen Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja
Kab. Evaluasi Kinerja Kab. Luwu Pelayanan Perangkat
6. Luwu Pelayanan 10 10.735.000 T| mur Daerah Yang Disusun 3 11.890.000
Timur | Perangkat
Daerah Yang
Disusun
Persentase Persentase
KEGIATAN administrasl KEGIATAN adminlstrasi
ADMINISTRASI Kab. keuangan ADMINISTRASI Kab. Luwu keuangan yang
B KEUANGARN Luwu yang 95 7.514,039,147 | KEUANGAN Tllmur terselenggara 100 9,286,016,721
PERANGKAT Timur | terselenggara PERANGKAT dengan baik (%)
DAERAH dengan baik DAERAH
("%)
Jumlah ASN Jumiah ASN yang gaji
Kab. yang gaji dan dan tunjangannya
Penyediaan Gaji Penyedlaan Gajl dan Kab. Luwu
1. Luwu tunjangannya 29 7.383.968.147 terbayarkan (orang) 29 9.155.,945.721
dan Tunjangan ASN Timur | terbayarkan Tunjangan ASN Timur
(orang)
Persentase Persentase
Pelaksanaan Kab. gﬁ%%ﬁah" Pelaksanaan gﬁ%ﬁ:ﬁiﬁn
2. ge“at?!‘sahaaf‘ dan | | wu | penatausahaan 95 34.662.000 | henatausahaandan | Kab. Luwu | ponaiucanaan dan 95 34,662.000
engujian/Veriftkas Timue | dan Pengufian/Verifikasi Timur pengujlan/verifikasi
Keuangan SKPD pengujlan/verifik Keuangan SKPD keuangan SKPD
asl keuangan {Persen)
SKPD (Persen)
] Kab. Jumlah Jumlah dokumen
Koordinasf Luwu dokumen Koordinasi laporan keuangan
dan Timur laporan dan Kab. Luwu bulanan/triwulanan/s
E:;g;‘::“an keuangan E:;g ?::nan Timur emesteran SKPD yang
5. | Keuangan gﬁ;ig‘é’;f tg:::la" 19 95.409.000 | Keyangan disusun tepat waktu 18 95.409.000
Bulanan/Tri SKPD yang Bulanan/Tri
wulanan/Se disusun tepat wulanan/Se
mesteran waktu mesteran
SKP SKP
Persentase Persentase BMD
KEGIATAN BMDyang KEGIATAN yang .
ADMINISTRASI ap, | Dladministrasi 12,381,000 | ADMINISTRASI Diadministrasikan 13,581,000
c |BARANGMILIK | /(2% | kansesual 95,00 BARANG MILIK Kab. Luwu | Sesual standar 100
DAERAH PADA Ty | StENGAr (%) ’ DAERAH PADA Timur (%)
PERANGKAT PERANGKAT
DAERAH DAERAH
Penatausahaan Kab. Jumilah Penatausahaan Kab. Luwu Jumlah dokumen
1. Barang Milik Daerah | Luwu | dokumen 4 12.381.000 Barang_Milik Daerah Timur laporan 4 13,581,000




- *

Pada SKPD Timur | laporan Pada SKPD penatausahaan BMD
penatausahaan pada SKPD yang
Barang Milik disusun
Daerah pada
SKPD yang
disusun tepat
waktu
Persentase Persentase Rara-
KEGIATAN Sara-rata KEGIATAN rata r‘j::"a'a"
ADMINISTRAST Kab. kinl::e ia ADMINISTRASI Kab. Luwu Administrasi
KEPEGAWAIAN Luwu A dmlifli strasi o5 301,261,259 KEPEGAWAIAN T[ mur Kepegawaian 100 396,207,259
PERANGKAT Timur x PERANGKAT peg
DAERAH Kepegawaian DAERAH Perangkat Daerah
Perangkat (%)
Daerah {'%)
Persentase persentase
Pendataan penunjang Pendataan kelengkapan data
dan Kab. | wrusan dan Kab. Luwu | administras]
Pengalahan Luwu | perangkat o8 37.966.259 Pengolahan i kepegawalan (persen) 98 40.642.259
Adminstrasi Timur | daerah berjatan Adminstrasl mur
Kepegawata sesuat standar Kepegawala
n n
o Jumlah peserta . Jumlah ASN yang
gg?g:ﬁgf" Kab yang mengikuti ggf;i::f::‘ mengikuti peraturan
Perundang- Luwu ;‘;f‘aat'ffr:ﬂ 100 30.465.000 | perundang- Kep. L (p:"a”l:‘;)a"g undangan 100 23.105.000
undangan Timur perundang - undangan
undangan
Jumlah ASN ) Jumlah ASN yang
Bimbingan yang menglkuti Bimbingan mengikutl bimbingan
Teknis aparatur yang Teknis teknis implementasi
;Tg’;‘:;’t‘ﬁgts Kab mengikuti g“g’é‘:;rt‘:;'at‘: peraturan perundang-
. i i
Perundang- Luwy | Bimbingan 29 232830000 | perundang- Ka%'rkl‘l‘:"” undangan (orang) 29 332.460.000
undangan Tmur | 1 olementasi undangan
Peraturan
Perundang -
undangan
Persentase Persentase Rata-
KEGIATAN Rata- Rata KEGIATAN Rata Capaian
ADMINISTRASI Kab. Capaian ADMINISTRASI Kinerja
UMUM Luwy | Kinerja 95 485,605,200 | ypym Kap. LW | administrasi umum 100 769.510.600
PERANGKAT Timur | administrasi PERANGKAT PD ("%)
DAERAH umum PD DAERAH
(‘%)
Penyediaan Kab Jumlah Penyediaan Jumlah kompanen
Komponen Instalasi ' komponen Komponen Instalasi Kab. Luwu instalasi
Listrik/Penetangan 'II:EI:T‘IMI‘JL:' instalasi 10 5,300,000 Listrik/Penerangan Timur listrlk/penerangan 5 25,300,000
Bangunan Kantor listrik/peneranga Bangunan Kantor bangunan kantor




- Ll

n bangunan yang disediakan '
kantor yang (jenis)
disediakan
. Kab. Jumiah 2 2.182.000 Jumlah peralatan dan 2,182,000
Penyediaan Luwu Peralatan  dan Penyedlaan Kab. Luwu perlengkapan kantor 2
2 ]1:2:?3!?1:13 d:: Timur { Perlengkapan Peralatan dan Timur yang diadakan {unit)
Kantorg P kantor yang Perlengkapan Kantor
disedlakan
3 | Penyediaan Bahan o i'é‘g'il'ﬁﬂ aor | 25 5.131.000 EE“Y‘:,‘!’:a,fa" Sahan Kep. Luw ilcgrr:‘tlgrh bahan '°3'§E§ 18 5,131,000
gist r Timur _| yang disediakan agis ntor mur disediakan (jenis)
Penyediaan Barang Kab. i:gfahnlgﬁ"g Penyedlaan Barang Kab. Luwu :::tn;:?ahn%a;:?agtau
4 | Cetakan dan Luwu penggandaan 3 158.411.000 Cetakan dan ‘ﬁ.mur penggandaan yang 3 158,411,000
Penggandaan Timur yang disediakan Penggandaan disediakan (jenis)
Jumlah Jumlah  penyediaan
Penyediaan Bahan penyediaan Penyediaan Bahan bahan bacaan dan
Bacaan dan Kab., bahan  bacaan Bacaan dan Kab. Luwu peraturan perundang-
5 Peraturan Luwu dan peraturan 132 13.520.000 Peraturan Ti.mur undangan (exampler) 36 3,720,000
Perundang- Timur | perundang - Perundang-
undangan undangan undangan
(examplen)
- Kab. Jumlah.tar.n‘u . o Jl_Jm!a}l tqmu yang
6 s_zs:nnﬁasl Kunjungan Luwu zgg% g)lfasmtasu 1000 11.250.000 _I;g?nm:am Kunjungan Ka_ll:zmll.:::vu difasllitasi (orang) 250 11,250,000
Timur
Jumlah rapat Jumlah rapat
;2"‘;?%2%?;’:;5? Kab. koordinasi  dan Penyelenggaraan Kab. Luwu koordinasi dan
7 daﬁ Konsultas| Luwu konsultasi SKPD 150 289.411.200 Rapat Koordinasi Tllmur konsultasi SKPD yang 150 563,516.600
Timur | yang ditkuti dan Konsultasl SKPD diikutl (kali)
SKPD (kati)
KEGIATAN Persentase KEGIATAN Persentase BMD-
PENGADAAN BMD-PD PENGADAAN PD penunjang yang
BARAN MILIK Kab penunjang BARAN MILIK terpenuhi ("%)
DAERAH : yang DAERAH Kab, Luwu
9- | PENUNJANG Lt terpenuni 95 665,680.000 | pENUNIANG Timur 100 1.198.470.460
URUSAN ('%) URUSAN
PEMERINTAH PEMERINTAH
DAERAH DAERAH
Kab. Jumlah mebel Kab. Luwu Jumiah mebel yang
1 Pengadaan Mebel Luwu yang dladakan 10 64,900,000 Pengadaan Mebel Tl.mur diadakan (unit) 45 82.823.000
Timur {unit)
Jumlah Jumlah peralatan dan
Pengadaan Kab. peralatan dan Pengadaan Kab. Luwu mesln lainnya yang
2 { Peralatan dan Mesin | Luwu mesin lalnnya 3 597.580.000 Peralatan dan Mesin T1.mur diadakan (unt) 36 1.115.647.460
Lainnya Timur | yang diadakan Lainnya
{unit)
4 Pengadaan Sarana Kab. Jumlah sarana 2 3.200.000 Pengadaan Sarana Kab. Luwu Persentase capaian 0 0




& )

dan Prasarana Luwu dan prasarana dan Prasarana Timur barang milik daerah
Gedung Kantor atau | Timur | gedung kantor Gedung Kantor atau yang diadakan (unit)
Bangunan Lainnya atau bangunan Bangunan Lainnya
lainnya yang
diadakan {unit)
Persentase Persentase Rata-
KEGIATAN JASA Saa-Rat?, KEGIATAN JASA Rata Capaian Kiner
paian Kiner jasa penunjang
PENUNJANG Kab. 6 PENUNJANG Kab. Luwu urusan
URUSAN tuwu |3 100 279,454,520 URUSAN : 100 258,954,520
penunjang Timur pemerintahan
PEMERINTAH Timur PEMERINTAH d h ("%
DAERAH urusan DAERAH aerah (*%)
pemerintahan
daerah ("%)
Jumiah surat Jumlah surat masuk
Kab. masuk dan dan  keluar  yang
penyedioan Jasa Luwu | kelar  yang | 30000 | 27,154520 | GonvEdiann Jaea Kab. LW diadministrasikan 3000 26.154.520
¥ Timur | dladministrasika ¥
n (surat)
Jumlah rekening
;ﬁrgfgllz.:snl o Kab. telepon, listrik Penyediaan Jasa Kab. Luwu i:gil:] rﬁzfr?lingan air
5 ! Luwu dan air yang 36 211,500.000 Komunikasi, Sumber ; ! 30 201.000.000
umber Daya Air Timur yang terbayarkan
N Timur | tetbayarkan Daya Alr dan Listrik
dan Listrik (rekening) (rekening)
Jumlah jasa Jumlah jasa tenaga
Penyediaan Jasa Kab. tf:;aag:na 0 Penyediaan Jasa Kab. Luwu E::?t)éarllaar:];mum
Pelayanan Umum Luwu pedy 3 40.800.000 Pelayanan Umum : 3 31.800.000
Kantor Timur | umum kantor Kantor Timur dibayarkan (orang)
yang dibayarkan
(orang)
KEGIATAN Persentase PEMELIHARAAN Persentase Barang
Barang Milik BARANG MILIK Milik Daerah
PEMELIHARAAN Daerah DAERAH penunjang urusan
gﬁ:::ﬁ MILIK Kab penunjang PENUNJANG pemerintahan yang
. urusan URUSAN Kab. Luwu terpelihara dengan
e L | pemerintahan | ° 187,920,000 | pEMERINTAHAN Timur baik (%) 100 275,930,000
yang DAERAH
PEMERINTAHAN terpelih
DAERAH rpelihara
dengan baik
(*%)
Penyediaan Jasa Jumlah Penyedlaan Jasa Jumlah kendaraan
Pemeliharaan, Biaya kendaraan dinas Pemeliharaan, Biaya perorangan dinas
Pemeliharaan dan Kab, operasional Pemellharaan dan Kab. Luwuy atau jabatan yang
Pajak Kendaraan Luwu yang dipelihara 8 54,920.000 Pajak Kendaraan TI mur dipelihara (unit) 8 54,920,000
Perorangan Dinas Timur | dan dibayarkan Perorangan Dinas
atau Kendaraan pajaknya (unit) atau Kendaraan
Dinas Jabatan Dinas Jabatan
IEwtemehharaan Kab, Jumlah Pemeliharaan _ Kab. Luwu Jumlah peralatan dan
eralatan dan Mesin Luwuy peralatan dan 40 88,000,000 Peralatan dan Mesin Timur mesin lainnya yang 40 176.010.000
Lainnya Timur t mesin lainnya Lainnya dipelihara




* L]

yang_dipelihara *
Jumiah Gedung Jumlah Gedung
Pemeliharaan/Reha Kab bK:rl:;?z;gﬁn Pemeliharaan/ geil:;c;;c:g;:angunan
ilitasi Ged ’ Rehabilitasi Ged b. L
Eg|;atgLGdaﬂung _IE-_UWU lainnya yang 1 45.000.000 Kani?or“ijazi ung Ka_nm:::v "I diperlihara/direhabilit 1 45.000.000
; imur | diperlihara/direh ast (unit)
Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya
g 4 abllitas] (unit) 9 Y
Persentase Persentase
PROCTAN | [ab. | ercpaian PROCKA N | kb, | BB
PENDAPATAN Luwu penerimaan 97,50 2.885.400.000 PENDAPATAN Ti'mur penerimaan 97,50 3.100,338,590
DAERAH Timur | pendapatan DAERAH pendapatan daerah
daerah (%) (%)
Persentase Persentase Barang
KEGIATAN Kab Barang Milik KEGIATAN Milik Daerah yang
PENGELOLAAN y Daerah yang PENGELOLAAN Kab. Luwu terkelola dengan
PENDAPATAN Lo | terketola 97,50 | 2.885.400.000 | prypapaATAN Timur baik ("%) 97,50 3.100,338,590
DAERAH dengan baik DAERAH
(%)
Jumlah Jumlah dokumen
dokumen perencanaan
Perencanaan Kab. Perencanaan
perencanaan Kabh, lLuwu pengelolaan yang
B&:r;graell-loiaan Pajak 'Illll:r\':ﬂ' pengelolaan 4 112,182,000 Ee;;g:ll-lolaan Pajak Timur disusun (dokumen) 9 131.532.000
yang disusun
(dokurmen)
Analisa dan Anallsa dan
Pengembangan Kab Jumlah regulasi Pengembangan Jumlah regulasi
Pajak Daerah, serta ) pendapatan Pajak Daerah, serta Kab. Luwu pendapatan daerah
Penyusunan #::Lur daerah yang 6 172.520.000 Penyusunan Timur yang disusun 6 313.426.000
Kebfakan Pajak disusun Kebijakan Pajak (dokumen)
Daerah (dokumen) Daerah
Penyuluhan dan Kab r;!eer:?r? gtak::nya Penyuluhan dan Pmeersnﬁlgtiasfnya
Penyebarluas_an Luwu meningkatnya 80 179.835.000 Peny_ebarluasan Kab. Luwu kepatuhan wajib pajak 80 257.375.000
Kebifakan Pajak Kebijakan Pajak Timur
Daerah Tmur | kepatuhan wajib Daerah (persen)
pajak (persen)
Jumlah wajib Jumlah wafib pajak
Pendataan dan Kab. pajak daerah Pendataan dan Kab. Luwu daerah (non PBB})
Pendaftaran Objek |~ Luwu (non PBB) yang 130 171.736.600 Pendaftaran Objek T m{Ir yang terdata (wajib 130 239.031.600
Pajak Daerah Timur | terdata {wajib Pajak Daerah oajak)
oajak)
Penilaian Pajak Penilalan Pajak Bumi
Bumi dan Bangunan Kab dan Bangunan
Perdesaan (PBBP2) : Jumlah PBB P2 Perdesaan (PBBP2) Kab, Luwu Jumlah PBB P2 yang
serta Bea Perolehan %‘::‘Lur yang ditetapkan | 121400 1.332.051.930 | oo Bea Perolehan | Timur ditetapkan (Objek 121.400 1.319.547.530
Hak atas Tanah dan (Objek Pajak) Hak atas Tanah dan Pajak)
Bangunan (BPHTB) Bangunan (BPHTB)
Penetapan Wajib Kab. Jumiah wajib Penetapan Wajib Kab. Luwu Jumlah waijib pajak
Pajak Daerah Luwy pajak daerah 80 229.035.400 Pajak Daerah Timur daerah {non PBB) 130 269.265:400




Bumi dan Bangunan | Luwu Bumi dan Timur
Perdesaan (PBBP2) Timur | Jumiah PBB P2 Bangunan Jumtlah PBB P2 yang
serta Bea Perclehan yang ditetapkan Perdesaan ditetapkan (Chjek
Hak atas Tanah dan (Objek Pajak) {PBBP2) serta Bea Pajak)
Bangunan {BPHTB) Perolehan Hak
atas Tanah dan
Bangunan
(BPHTB)
Jumlah wajlb Jumlah wajlb pajak
" Kab. pajak daerah - daerah (non PBB)
I';gjf‘:fg:gr;ﬁaj'b Luwu | (non PBB) yang 80 229,035.400 E:j"aek‘ag::m”:aj'b f.f;;j:—”""“ yang ditetapkan 130 269.265.400
Timur | ditetapkan (wajib pajak)
{wajib pajak)
Persentase Persentase jumlah
jumlah kasus kasus pendapatan
Eelayanan dan Kab. pendapatan Pelayanan dan Kab. Luwu daerah yang
onsultasi Pajak Luwu daerah va 87 44.939.000 Konsultas! Pajak Timur terfasilitasi (persen 87 44.939.000
Daerah Timur  yang Daerah P )
terfasilitasi
{persen)
Jumlah Berita Jumlah Berita Acara
Acara Rekonsillas!
Rekonsiliasi Penetimaan Retribusi
e Penerimaan 264 dan Pajak Daerah
szfﬁgzlr'g:; Kab. Retribusi dan Berita C:':ﬁgi?g:; Kab. Luwu Jumilah Laporan 216 Berita
Pelaporan Pajak Luwu Pajak Daerah Acara 143.727.000 Pelaporan Pajak Tlmij r realisasl penerimaan Acara 113.817.000
Daerah Timur | Jumlah Laporan 12 Daerah pendapatan daerah 12 laporan
realisasi laporan
penearimaan
pendapatan
daerah
Penagih K kab. | i Penagih k b.L Demacihon Dok,
enagihan Paja : Dokumen enagihan Pajal Kab. Luwu enagihan Pajal
Daerah 1I:uwu Penagihan Pajak 97 362.641.000 Daerah Timur Daerah 97 411.401.000
MU | Daerah
Jumlah 12.267.803,116 Jumlah 15.367.803.150.




3.1

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu
Timur ini mengacu pada RPJPD, RPJMD, RKPD, serta Rencana Strategis Badan
Pendapatan Daerah yang harus disinkronisasikan dengan kebijakan nasional
melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dimana terdapat 9 (sembilan)
bidang pembangunan sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, dengan isu-isu strategis pada
masing-masing bidang sebagai berikut :
1. Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama
a. Pengendalian Jumlah Penduduk;
b. Reformasi Pembangunan Kesehatan:
1) Sistem Jaminan Sosial Nasional (demand and supply);
2) Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi.
c. Reformasi Pembangunan Pendidikan;
d. Sinergi Percepatan.
2. Bidang Ekonomi
a. Transformasi Sektor Industri Dalam Arti Luas;
b. Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja;,
c. Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi;
d. Peningkatan Efisiensi Sistem Logistik dan Distribusi;
e. Reformasi Keuangan Negara.
3. Bidang llmu Pengetahuan dan Teknologi
a. Peningkatan Kapasitas lImu Pengetahuan dan Teknologi.
4. Bidang Sarana dan Prasarana
a. Peningkatan Ketahanan Air;
b. Penguatan Konektivitas Nasional:



1) Keseimbangan Pembangunan Antar Wilayah;
2) Pendorong Pertumbuhan Ekonomi;
3) Pembangunan Transportasi Massal Perkotaan.
c. Peningkatan Ketersediaan Infrastrukiur Pelayanan Dasar:
1) Peningkatan Rasio Elektrifikasi Nasional,
2) Peningkatan Akses Air Minum dan Sanitasi;
3) Penataan Perumahan/Permukiman.
Bidang Politik
a. Konsclidasi Demokrasi.
Bidang Pertahanan dan Keamanan
a. Percepatan Pembangunan MEF dan Almatsus POLRI
b. Pemberdayaan Industri Pertahanan,
c. Peningkatan Ketertiban dan Keamanan Dalam Negeri.
Bidang Hukum dan Aparatur
a. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Publik;
b. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
Bidang Wilayah dan Tata Ruang
a. Pembangunan Daerah Tertinggal dan Perbatasan;
b. Pengelolaan Risiko Bencana;
c. Sinergi Pembangunan Perdesaan.
Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan
a. Perkuatan Ketahanan Pangan;
b. Peningkatan Ketahanan Energi,
c. Percepatan Pembangunan Kelautan;
d. Peningkatan Perekonomian dan Keanekaragaman Hayati dan Kualitas
lingkungan hidup.
Sedangkan untuk RPJMN sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18

Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun

2020-2025, dengan agenda pembangunan nasional sebagai penjabaran

operasional yaitu :

1.

oA W N

Pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagai prioritas utama;
Pemerintah akan terus melanjutkan pembangunan infrastruktur;
Segala bentuk kendala regulasi disederhanakan, dan dipangkas;
Penyederhaan Birokrasi akan terus dilakukan besar-besaran;
Transformasi Ekonomi.



2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tahapan penyusunan RENJA Badan Pendapatan Daerah Tahun 2022
mengakomodir program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan
baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan maupun
berdasarkan hasil pengumpulan informasi perangkat daerah dari penelitian
lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. Secara umum
tidak ada usulan program dan kegiatan masyarakat pada kegiatan Musrenbang
dan Forum Organisasi Perangkat Daerah yang terkait langsung dengan Tupoksi

Badan Pendapatan Daerah.



3.2

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur harus mendukung tercapainya
bidang-bidang pembangunan nasional tersebut sesuai dengan potensi dan
kondisi daerah, mengingat keberhasilan pencapaian bidang-bidang
pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan
antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah
kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi yang dituangkan
dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sinkronisasi kebijakan tersebut lebih lanjut dituangkan dalam rancangan
Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD
sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD,
KUA dan PPAS berpedoman pada RKPD yang telah disinkronisasikan dengan
Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah

Dalam mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu
Timur, Tujuan dan Sasaran Renja BAPENDA Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022
mengacu kepada Misi 4 yakni Terciptanya Kepemerintahan dan Pelayanan Publik
yang Lebih Baik dengan arah kebijakan Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan
Daerah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah,
Peningkatan kualitas pelayanan administrasi Aparatur Bapenda, Peningkatan
kualitas kinerja Aparatur Bapenda, Peningkatan tertib administrasi kinerja Bapenda.

Adapun sasarannya dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel Meningkatnya Kinerja Pengelolaan
Pendapatan Daerah

Meningkatkan Tingkat Meningkatnya Cakupan
Pendapatan Asli | Kemandirian Pengelolaan pengelolaan
Daerah Dalam Keuangan Pendapatan pendapatan daerah
Rangka Daerah Daerah

Memperkuat

Pendanaan

Sumber — Sumber

Belanja Daerah




3.3 Program dan Kegiatan

Pada tahun anggaran 2022 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu
Timur merencanakan akan melaksanakan sebanyak 2 (dua) program dan
kegiatan sebanyak 9 (sembilan) yang didukung oleh 35 (tiga puluh lima) Sub
Kegiatan, sebagai berikut:

1 -- KEGIATAN PERENGANAAN PENGANGGARAN DAN EVALUASI
KINERJA PERANGKAT DAERAH
1.1 Penyusunan Dokumen Perencana Perangkat Daerah
1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
1.3 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

1.4 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2 KEGIATAN ADMINISTRAS| KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

2.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

sy  KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA .
PERANGKAT DAERAH | .

3.1 Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD

5 KEGIATAN ADMIN%STRASI KEPEGAWA!AN PERANGKAT
DAERAH .

4.1 Pendataan dan Pengolahan Adminstrasi Kepegawaian
4.2 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

4.3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan



5.1
52
53
54
55
5.6
5.7

7.1
7.2

7.1
7.2
7.3

8.1

8.2
8.3

'KEGIATAN ADMINISTRAS| UMUM PERANGKAT DAERAH
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Fasilitasi Kunjungan Tamu

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

' KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG
. URUSAN PEMER!NTAH DAERAH -

Pengadaan Mebel

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

KEGIATAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH _
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya



1.1
1.2

1.3
1.4
15

1.6
1.7
1.8
1.9

KEGIATAN PENGELOLAAN PENGELOLAAN PENDAPATAN -
| - DAERAH '

Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah

Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan
Pajak Daerah

Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah

Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Penetapan Wajib Pajak Daerah
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah

Penagihan Pajak Daerah



2022 terdiri atas 2 program, 9 kegiatan dan 35 Sub Kegiatan dengan Pagu
Anggaran Rp. 15.367.803.150,- Alokasi Program dan kegiatan serta indikasi
pendanaan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022 Badan Pendapatan

Rencana Kerja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran

Daerah Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada tabel berikut ini:

141

| KEGIATAN PERENCANAAN, |

PENGANGGARAN DAN

'EVALUASI KINERJA | 68.794.000 | APBD
PERANGKAT DAERAH L
1.1.1 | Penyusunan Dokumen 2 Dokumen | 50.902.000 APBD
Perencana Perangkat Daerah :
1.1.2 | Koordinasi dan Penyusunan 2 Dokumen 3.002.000 APBD-
Dokumen RKA-SKPD
1.1.3 | Koordinasi dan Penyusunan 2 Dokumen 3.000.000 APBD
DPA-SKPD
1.1.4 | Evaluasi Kinerja Perangkat 3 Dokumen 11.890.000 APBD
Daerah / - ; :
| KEGIATAN ADMINISTRASI a0
1.2 | KEUANGAN PERANGKAT 9.286.016.721 | APBD
DAERAH el s
1.2.1 | Penyediaan Gaji dan 290rang | 9.155.945.721 | APBD
Tunjangan ASN _ : |
1.2.2 | Pelaksanaan Penatausahaan 95 Persen 34.662.000 APBD

dan Pengujian/Verifikasi




Keuangan SKPD

1.2.3 | Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan 18 Dokumen | 95.409.000 APBD
Bulanan/Triwulanan/Semeste
ran SKP
KEGIATAN ADMINISTRASI .

1.3 | BARANG MILIK DAERAH PADA 13.581.000 APBD
PERANGKAT DAERAH : '
Penatausahaan Barang Milik

1.3.1 Daerah Pada SKPD 4 Dok.umen 13.581.000 APBD
KEGIATAN ADMINISTRASI

1.4 | KEPEGAWAIAN PERANGKAT 396.207.259 APBD
DAERAH

1.4.1 | Pendataan dan Pengolahan 98 Persen 40.642.259 APBD
Adminstrasi Kepegawaian

1.4.2 | Sosialisasi Peraturan 100 Orang 23.105.000 APBD
Perundang-undangan
Bimbingan Teknis

1.4.3 Imp[ement831 Peraturan 29 Orang 332.460.000 APBD
Perundang-undangan ;
KEGIATAN ADMINISTRASI =

15 | UMUM PERANGKAT DAERAH e R
Penyediaan Komponen Instalasi

1.5.1 | Listrik/Penerangan Bangunan 5 Jenis 25.300.000 APBD
Kantor
Penyediaan Peralatan dan .

1.52 Perlengkapan Kantor 2 Unit 2.182.000 APBD

1.5.3 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor 18 Jenis 5.131.000 APBD
Penyediaan Barang Cetakan dan 2

1.54 Penggandaan 3 Jenis 158.411.000 APBD
Penyediaan Bahan Bacaan dan

1.5.5 Peraturan Perundang-undangan 36 Exampler 3.720.000 APBD

1.5.6 | Fasilitasi Kunjungan Tamu 250 orang 11.250.000 APBD
Penyelenggaraan Rapat ;

157 | koordinasi dan Konsultasi SKPD o 563‘_516'600 sl
KEGIATAN PENGADAAN : -
BARAN MILIK DAERAH .

1.6 PENUNJANG URUSAN 1.198.470.460 APBD
PEMERINTAH DAERAH '

1.6.1 | Pengadaan Mebel 45 Unit 82.823.000 APBD

1,62 | PonGaGann Feraidian den Masin 36 Unit | 1.115.647.460 | APBD
Lainnya

1.6.3 | Pengadaan Sarana dan Prasarana - - APBD




Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya

1.7

KEGIATAN JASA PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAH
DAERAH

258.954.520

APBD

1.7.1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3000 Surat

26.154.520

APBD

1.7.2

Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik 30 Rekening

201.000.000

APBD

Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor

31.800.000

APBD

1.7.3

1.8

3 Orang

KEGIATAN PEMELIHARAAN
BARANG MILIK DAERAH
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH

£ 275.930.000

APBD

1.8.1

Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan

8 Unit

54.920.000

APBD

1.8.2

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Lainnya 40 Unit

176.010.000

APBD

1.8.3

2.1

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
Kantor dan Bangunan Lainnya

1 Unit

KEGIATAN PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH

45.000.000

3.100.338.590 | APBD

APBD

2141

Perencanaan Pengelolaan 4 Dokumen
Pajak Daerah

131.5632.000

APBD

212

Analisa dan Pengembangan
Pajak Daerah serta 6 Dokumen
Penyusunan Kebijakan Pajak
Daerah

313.426.000

APBD

21.3

Penyuluhan dan
Penyebarluasan Kebijakan 80 Persen
Pajak Daerah

257.379.000

APBD

214

Pepdataan dan Pendaftaran 130 WP
Objek Pajak Daerah

239.031.600

APBD

2.1.5

Penilaian Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (PBBP2) serta 121.400 OP
Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan
(BPHTB)

1.319.547.590 APBD

216

Penetapan Wajib Pajak 130 WP
Daerah

269.265.400

APBD




2.1.7 | Pelayanan dan Konsultasi 87 Persen 44.939.000 APBD
Pajak Daerah

216 Berita
Acara, 12 113.817.000 APBD
Laporan

Penelitian dan Verifikasi Data

£48 Pelaporan Pajak Daerah

2.1.9 | Penagihan Pajak Daerah 97 Persen 411.401.000 APBD

Program dan Kegiatan tersebut di atas dalam rangka mendukung

tercapainya visi dan misi kepala daerah, antara lain pada misi ke 4 (empat),
yaitu; Menciptakan Kepemerintahan dan Pelayanan Publik yang Lebih Baik
dengan tujuan Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka
Memperkuat Pendanaan Sumber Sumber Belanja Daerah

Untuk mewujudkan misi Kepemerintahan dan Pelayanan Publik Yang
Lebih Baik, Badan Pendapatan Daerah melaksanakan kebijakan peningkatan
kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan
pengelolaan Pendapatan daerah sehingga produk yang dihasilkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Sedangkan untuk mewujudkan misi Pengelolaan Pendapatan Daerah,
Badan Pendapatan Daerah melaksanakan kebijakan peningkatan penerimaan
daerah (optimalisasi potensi-potensi pendapatan daerah) baik melalui
peningkatan pajak daerah maupun retribusi daerah dan royalti baik dari sektor
pertambangan pertambangan maupun sektor lain. Hal tersebut juga disertai
dengan penyiapan dan perbaikan regulasi yang telah ada ataupun yang akan
dikeluarkan/diterbitkan.

Adapun anggaran yang diajukan berdasarkan Rancangan Rencana Kerja
Perubahan Badan Pendapatan Daerah Tahun Angaran 2022 adalah sebesar
Rp.15.367.803.150,- (Lima Belas Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu
Delapan Ratus Tiga Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah) dengan Rumusan
Rencana Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu
Timur Tahun 2022 dan Perkiraan Maju Tahun 2023 selengkapnya dapat dilihat
pada tabel 4.1 terlampir.
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@
Review Rancangan Akhir RKPD Tahun 2022
Urusan/ Indikater Kinerja Rencana Tahun 2022 Cota Prakiraat Maju Rencana Tahuo 2024
Bidang tan
Uruson/ Pen
Program/ ting
Keglatan/ Cupalan Keh, Hasil Kegiata Lokas! Target Capalan Kinarfa Sumber Target Caplan Kinerja Kebututian
Sub Keglatan | Program Sub Kegiatan Qutput Dana Danaf
Kede Keglat Pagy Indihniif
on Pagu Indiketif (Rp.) (Rp}
Program Kelunran Sub Kegiatan Hasil Kegiaton Tolok Tarmet
i Uear i
Sebelum Sesudah Scbelum dat Sebel Sesudat Sebef Sesudah
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
] KEUVANGAN 12.287.803.316 15.267.203.150 15,858,146,818
2
[:] ] PROGRAM PENLNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 9.512.135.128 12.292474 560 12,621,270,010
211
o Q Perencanaan, Penganggaran, den Evaluasi Kinerja Perangkat Daeyah 65.794.000 66.794.000 99.097.000
2|1
Persentase Persentase Persentase
penunjang dokumen penunjang
urusan perencanaan, urwsan
perangkat penganggaran dan perangkat
Panyusunan daerah berjalan Jumizh evaluasi kinerja Kab, PENDAPAT daerah
o | o a Dekumen sesual standar Dokurnen paranglat daerah Luwu AN ASU berjalan
2 |1 y | Perencanaen Perencanaan yang disusun tepat Timur, 9% Persen 95 Persen 3 Dekumen 2 Dokurrren 100 Persen 100 Persen 49.057.000 50502000 | | AERAH sesuai 95 Persen 40.057.600
Perangkat Perangkat waktu dan Malill, [PAD) standar
Dagrah Daerah termanfaatkan Malili
Persentase Persentase Persentase
penunjang dokumen penunjang
urigan perencanaan, urusan
Koerdinas perangkat Koordinasi penganggaran dany Kab, PENDAPAT perangkat
0 0 o dan daerah berjalan dan evaluasi kinerjs Lawu AN ASU daerab
2 1 2 Penyusunan sesual standar Peryusunan perangkat daerah Tirmur, 95 Persen 95 Persen 2 Dokurnen 2 Dokumen 100 Parsen 100 Persan 1,002,000 3002000 | ucoay berjalan 95 Parsen 12.030.608
Dekumen Dckumen yang disusun tepat Malili, AD) sesuaf .
RKA- SKPC RKA- SKPD waktu dan Malili FAD) standar
termanfaatkan oy
a
Persentase Persentase Persentese
penunjang dekumen penunjang
urusan perencenaan, unsan X
Koordinas! perangkat dumlah penganggarandan | Kab. PENDAPAT perangkat H
ol o ¢ | dan daerh berjalan dokurnen evaluas! kinerja Luwu AN ASLI dzerah §
5 |1 4 | Peryusunen sesual standar DPA- SKFD perangkat dagrah Tirur, 95 Persen 95 Persen 2 Dakymen 2 Dekumen 100 Persen 100 Persen 3.000.000 3000000 | ey berjalan 95 Persen * 35000000
DPA- SKPD yangdisusun | yang disusuntepat | Malll {PAD} sesual
Tepat Waktu waldu dan Malifi standar
termanfsatian




- ] u
- N
Persentase Jumtah Persentase Persentase
penurjang dokumen dokumen panunjang
urusan evaluasi- perencanaan, tirusan
perangkat kinerja penganggeran dan zeran:kat
. daersh berjslan pelayanan evaluasi kinerja Kab, acra
Z Evaluasi sesual standar perangkat parangkat daerah Lwu :IE\JN:S?.TAT beqal-an
O of- |0 Knea deerahyang | yongdisusuntepat | Tmur, | 9SPesen | 95Pemen | 10Dokumen 3 Cokumen 100 Persen 100 Persen 10:735.000 RECTL N aacd sesuai 95 Persen 12000800
2 1] 9| 7| Perangkat disusun waktu dan Mallli, PAD) standar
1 Daerah termanfaatkan Mallll
[} 1] 2 Admink i Ki P kat Daerah 7.514.039,147 8.286.016.721 10,907,670,07
2| 14. 1
0
2
Persentase Jumlah ASN Persentase capaien Persentase
penunjang yang gaji dan administrasi penunjang
urusan tunfangan keusngan yang urusan
2 Penyediean perangkat terbayarkan terselenggar Kab. PENDAPAT perangkat
ol o o | Gaildan daerah berjatan dengan baik dan Luwu AN ASLY deerah 0071
2 1 u 1 Tu:| Jangan sesual standar termanfaatkan Err;tl:ir, 95 Persen 95 Persen 29 Orang 29 Crang 100 Persen 100 Pergen 7.383.968.147 5.155.945.721 DAERAH :,:ia;rn 53 Parsen 1075297
alill,
2 ASN Malili PAD) standar
Pelaksanaan Persentase Persentase Peszantase capalan Persen_tase
Penatauszhaa penunjang penyelesaizn administrasi penunjang
ndan urusan dokumen kevangan yang urusan ot
jianfver perangh P h tersslenggara Kab. perang
2 Hikas | daerah berjalan ndan dengan beik dan Luwa :iNADSﬁ AT daerzh
4 I P R s sosuaistandar | pengujian/ver faath Timur, | 95Persen | 95Pemen | 95 Persen 95 Persen 100 Parsen 100 Pessen 34.662.000 sasezo00 | ANT erelan 95 Persen 35,000,000
SKPD ifkas Mafill
2 keuangan Malili PAD) standar
SKPD
Keordinasl Persentase Jumizh Persantase Persentose
dan penunjang dokumen la peoarpaanian penunjang
Penyusunan urusan keuangan administresi urusan -
Laporan parangkat bulanen/trwu | /skeemusensgtearn Kab. parang
2 Ketvangan dzerah berjalan lanan SKPD anyang Luwa ‘F;IEVNESTTAT g:e‘r:}.
o0 f o). [ 9| Bulenanfliwu | sesuai standar yangdisusun | Tteeprsactianggara 18 Dok 18 Dokurmen 100 Persen 108 Persen 95,409,600 95,409,000 alan 95 Persen 120,000,000
2| 1o 7| tama Waktu dengan baik dan Yiwir | SePemen | S5 Pemen men o CAERAH sesuai
2 nfSemesteran termanfaatkan Malili‘ {PAD) standar
SKPD
a0 2 Admnlstresi Barang Milik Dacrah pada Perangkst Dacrah 12.381,000 13.581.000 13.561008
2 1].
0
3
Penatausahaa Persentase Jumlah Persentase laporan Persen.tasa
n Barang Milik penunjang dokumen BMD perangkat penusnjang
Daerah pada urusan laporan daerah yang disusun Grusdn -
k h ran
2 SKPD P . p 98 tepat waktu dan Kah. PENDAPAT ::Haﬁ
daerah berjelan nbarang milik | termanfastkan Luwu AN ASLI
S1ais sesusi standar | daerck pada Tmur, | 95Pomen | 95Pemen | dDokumen | 4 Dokumen 100 Persen 100 Parsen 12381000 12561000 berjian 95 Parsen 13501000
SKPDyang Malil, DAERAH
3 disusun Malili PAD) standar




a
» k] ' .
I o
. 4.
a
o 2 Ad i K J gknt Daerah 301.261.259 396.207.25% 260.796.259
2|1 1].
0
5
Pengadaan Persentase Jumlah Persentase Persentase
Pekalan Dinas penunjang pakalan dinas tercapainya kinerja penunjang
Beserta urusan beserta Administryst urusen
Atribut perangkat atribut Kepegawaian perangkat
1 Kelengkepann | daereh berjalan kelengkapann Perangkat Daerah Keb daersh
adol. o | » sesuel stendar ¥ yang Luw berjalan
2 1 ° 2 diadakan Timur, 55 Persen 95 Persen 29 stel 29 stel 100 Persen 100 Persen Q o sesual 95 Perten ]
Mafili, standar
§ Malii
Pencataan Persentase Persentase Persentase Persentase
dan penunjang kefengkapan tercapainya kinerja penunjang
Pengolahan urusan data Administrasi urusan
Administrasi perangk drmiini Kep k perangkat
Kapegawsian dasrah besjalan kepegawalan Perangkat Daerah dagrah
3 sesual standar fﬂh PENDAPAT erjalen
ecfof|. | i AN ASU sesual
2 110 3 Timur, 95 Persen 95 Persen 98 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 37.966.259 40642259 DAERAH standar 95 Persen 37.066.25%
Melili,
5 el PAD)
Seslalisasl Persentase Jumlah ASN Persentase Persentase
Peraturan penunjang yang tercapainya kinerja penunjang
2 Perundang- urusan mengituti Administresi m PENDAPAT urusan
. Undangan I i i
[ P o Sacrahberiolan | peraturon PerrgkatDaerah | TMUr | 95Pesan | 95Pesen | 1000mag 100 Crang 100 Petsen 160 Persen 20.465.000 2105000 | prell Rerangiat | 55 Pemen 20.000:000
tandat dana- Matill,
5 sesual standar E::;?-\ ang Mall {PAD) berjalan
gan sesuai
standar
Bimbingan Persentase Jumlah ASN Persentase Persentase
Teknig penunjang yang tercapainya kinerja penunjang
2 Implementasi urusan mengikuti Administrasi Kab. PENDAPAT urusen
o 0 i Peraturan perangkat bimbingan Kepegswaian Luwu AN ASLI peranghat
2 1 0 i Perundang- daerah berjalan teknis Perangkat Caersh Tirnur, 95 Persen 95 Persen 29 Orang 29 Orang 100 Persen 100 Persen 232830000 332460000 DAERAH drerah 95 Persen 202.830.000
5 Undangan sesudi standar implementasi walili, AD! berjalan
peraturen Malitl (PAD) sesual
perundang - stendar
undangan
-] 0|2 Admini: | Umum Py glat Daerah 455.605.200 769.510.600 538.047.800
2 1] .
0
[}
Penyediaan Persentase Jumlah Persentase Persentase
Kompanan penunjang kompanen tercapainya Kinetja penunjang
2 Instalasi frusan instalasi administrast umum ﬁ:ﬂ PENDAPAT unrsan
Ligt ory kat Tistril D
g 3 5 ': nganm"” " et begolan :g:f penera | P Timur, | S5Pemen | 95Persen | 10jenis 10 jenis 108 Persen 100 Persen 5.300.000 25.300000 ‘;;'Eﬁ‘:' 5:';:&“' 95 Persen 5.300.000
: da Maiili, B
|| | e e ) bt
di sediakan standar
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Persentase Jumlah Persentasa Persentase
penunjang peralatan dan terpenubinyz: penunjang
2 Pengadaan urusan mesin fainnya barang milik daerah Kab. PENDAPAT urusan,
kat Luveu ka
g ? 0 g Perglatan dan s::r:ﬁ berjalan ﬁ?:dg'akan :nml:ﬁ?:h‘:::;n Timur. 95 Persen 45 Persen 3 unit 58 unit 100 Persen 100 Persen 597.580.000 1. #38470460 m:{ s::,:ﬁ t 95 Persen 198.000,000
7 Mesintainnya | oo i crandar termanfaatkan m:i::l PAD} berjalan
sesual
standar
Pengadaan Persanlase Jumlah sarana Persantase Persantase
Serona dan penunjang dan prasarana terpenuhinya Kb, penunjang
2 Prasarana unJsan gedung karang millk deerah Luwa PENDAPAT Uruzari
. Gedur arangkat kantor at nunjang uru
21 3ol o | camoramn | Sooen befslan | benguren :,,:‘e,jmfh g | Trun | Spemen | osPemen | 2umt 2unit 100 Persen 100 Persen 2200600 o | A Parndiat | g5 parsen 120,000,050
7 Bangunan sesuai standar lolnnya yang termanfaatkan MahlL PAD) berjafan
Loinryz diedakan Melil sesuai
standar
CRIE Penyedlaan Jasa Penunjang Urazan Pemerintaban Dagrah 279.454.520 258.954.520 274.500.000
2 1 .
¢
3
Persentase Jumlah surat Persentase Persentase
penunjang masuk dan tercepoinya Kinerja Kab. penunjang
K ) urusan keluar yang panunjang unusan Lawu PENDAPAT urutan
[ 0. ] P F g diadministrasi pomerintahan AN ASLI perangkat
2 1 0 1 .'T;:: Su:: deerah berjalan ken dserah a:-;t;lr. 95 Persen 95 Persen 3000 surat 3000 surat 100 Persen 100 Persen 27.154.520 26,154,520 CAERAR daerah 95 Perszn 30,000,000
8 yu sesual standar Mal:li‘ {PAD) besgjalan
sesual
standar
Penyedizen Persentase Jurnlah Persentase Persentase
Jasz peaunjang rekening tercapainya Kinetja penunjang
K Kamunikasi, urusan telepon, fistrik | penunjang urusan f::u PENDAPAT ususan
Sumber [ kat i
2l S o 13| Arcantee | St bedalan f:r';:y;"d:? pemerinahan Tmur, | 95Petsen | 95Pemen | 36rekening | 30rekening 100 Peren 100 Perzen 211,500,000 201000000 | ANARL pendiat | g5 persen 20400000
& sesual standar :::\{l’ PAD) berjalan
sesuai
standar
Persentase Jurnleh jasa Persentase Persentase
penunjang tenoga tercapainya Kinerja Keb. penunjang
2 Penyediaan rusan pelsyanan penunjang urusan Lons PENDAPAT urusen
. rangkat urnum kantor merintshan
: e ls ‘P‘:l:y.nan iniiois bejuion | yong e Tinur, | 95Pemen | 95Pemsen | 30Orng 3 Grang 100 Peren 100 Persen 40.800060 sus0000 | AARS Perngiat | g5 persen 40.800.000
8 Umum Kentor sesuai standar dibayarken ::::::' (PAD) beralan
sesual
standar
el of 2 Pemeltharaan Barang Milik Daeraby Penunjeng Urusan intahan Dacrah 181.920.000 275,930,000 194010000
2 1 .
[
g
Penyediaan Fersentase Jumlah Persantase Persentase
Jasa penunjang kendarzan penunjang urusan penunjang
Pemaelharagn, | urusan per P han yang urusan
3 Biaya peranglkat dines steu terpelihara dengan Kab. PENDAPAT peranglat
o 2 a Pemeliharazn daerah berjalan jabatan yang baik Luwuy AN ASLY daersh
2 ] 0 1 dan Pajak sesuai standar dipelihara Tirur, 95 Persen 95 Persen 8 unit & unit 100 Persen 100 Persan 54920000 549200000 DAERAH berjafan 95 Persén 56,000,000
Kendaraan Malil sesuai
o Petorangan Malill PAD) standar
Dines atau
Kendarasn
Dinas intatan
Persentase Jumlah DPersentase Persentase
penunjang peralatan dan penunjang urusen pehUnjang
2 Pemelheraan urusan mesin fainnya pemearintahan yang f::u PENDAPAT urugan
tihara d
LS5 13| pertatancan g:z:f“;e‘dm Sreyhare forpeliord BN | Tunur, | 9sPesen | SPemen | 40wt 40 unit 100 Parsen 100 Persen 88,000,000 176010000 m 5;:3:3"‘" 95 Persen $2.010.000
5 MesinLeiniya | oo o standar ::::::i:’ (PADY ba-jullan
sesual

standar
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. it}
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Pemeliharaan/ Persentaxe Jumlzh Persentase tpoer Persentase
Reha bilitas! penunjang gedung kan Runjang urusan penUnjang
2 Gedung unsan danfatau pemerintahan :.(::u PENDAPAT trysan
0 D . ¢ | Kantordan parangkat bangunan ityaasnl g N ) AN ASLI perangkat
2 1 o 3 Bangunan daerah befjalan falnnya yang terpelihara dengan Tlmrl:'r, 95 Persen 85 Persen 1 unit 1 unit 100 Persen 100 Persen 45.000.000 45.000.000 DAERAH daerah 95 Persen 50.000,000
9 Lainnya sesual stencar dipelharasdir | balk malflf‘ PAD} berjalan
ohab! il sesual
standar
o -] PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DATRAH 2,755.667.990 3.100.233.5%0 3.226,876.502
2] 4
[] ala2 Kegh Pengelolaan pendapatan Deerah 2.755.867.990 3.100.338.590 3.236.875.602
2 4 .
L]
1
Perencanaan Persentase Jurnfah Persentase Kab. PEMDAPAT Persentase
2 P lctaan painy dok painy Lerwu AN ASL tercapainy
o ° o pajzk dzerah penerimaan perencanaan peningkatan Tirmyr, 97,50 5750 DAERAH a 9750
2 4 0 1 pendapatan I ol peneri pajak Malili, Persen Pereen 4 Dokumen 4 Dokumsn 95 Persen 95 Persen 112.182.000 131.532.000 PAD) penerimaza Per’un 156,861,000
daerah pendapatan daerah Malili n
1 yang disusun pendapata
n daerah
Analisa dan Persentese Jurntah Persentase Kab. PENDAPAT Persentase
2 Pengembanga | tercapeinya vegulasi tercapainya Luwr AN ASLI tercepainy
sl ol o | M Pojak penerl peadsp peaningd Tirnur, 9750 97,50 CAERAH [ 3750
2 4l 2 Cacrsh, serta pendapatan daerah yang penerimaan pajak Malili, Per;en Persen 6 Dokumen & Dokumen 95 Persen 95 Persen 172,520,000 313426000 | (PAD) penerimaa P é o 244.261.000
Penyusunan daerah disusun dasrah Mallti n
1 Kahijaken pendapata
Pajak Daerah, n daerah
Penyuluhan Persentase Persentaca Perzentase Kab. PENDAPAT Persentase
2 dan iy aningk tetrcapei Luwu AN ASLI tercapainy
5 o ° Penyebarluasa | pensrimaan kepatuhan peningkatan Timur, 9750 0750 DAERAH a 5750
2 4 D 3 n Kebljakan pendapatan wajib pafak panerimaan pajak Malilf, Pereen Persen 80 Persen 80 Pergen 95 Parzen 95 Persen 175,535.000 257.379000 | (PAD) penesimaa Persen 216.510.000
Pajak Daerah daereh daerah Setua n
1 Kelurzh pedndap:t.a
an n daeral
Pencataan Persentase Jumlah wajib Persentase Kab., PENDAPAT Persentese
2 dan tercapainya pejak deerah tercapainya Luwu AN ASLI tercapainy
Pendsftaran penenimaan {non P8) peninglatan Timur, . DAERAH [
Sl 3t |3 | otiekpask | pendapaten yangterdats | penerimesnpajok | Ml s i ;:mwﬁh ;:;:wb 95 Persen 95 Porsen 171736.600 239031600 | PAD) peterimea | oS0 225,019,600
Oasrah daerah daerah Mallli n
! pendapata
n daerzh
Penilaian Persentace Persantese Percantase
Pajak Bumi tercapainya terczpainya tercapainy
dan Banguran penerimaan peningkatan a
2 Perdecaan pendapatan penerimazn pajek Ksb, PENDAPAT penerimaa
dan Perkotean | dasrah Jumlah PBB doerzh Luwiu . n
laly || e P2 yang Timur, s s ‘Z;a‘k” Objek | 121400 C8iek | g5 persen 95 Parsen 1330051990 139547590 | PO pendspats | 2750 1.430856.000
1 Bea Perotehan ditetapkan Malit, P2 paj FA0) ndaerah
Hek atas Malili
Tanah dan
Bangunan
FHTE)
Persentase jumlah wail Persentese Kab. Persentase
2 tercapainya pajak daerah tercapainya Luwu tercapainy
o o o Penetapan penerimean {ncn PBB) penlingkatan Timur, 9750 97.50 a 8750
2 a 0 2 Wajtb Pajak pendapatan yang penerimaan pajak Malili, Per;en Parsen B0 Persen 130WP 95 Persen 95 Parsen 229035400 269255400 penerimaa Persen 279184400
Dagrzh daerah ditetapkan daerah Malili n
! {Walib Pajak} pendapata
n daerah
Pelayanan Persentase Persentase Persentase Kab. PENDAPAT Persentase
2 dan tercapainya Jjumlah kasug tercapalnya L AN ASLI tercapainy
0 0 ) Kensultast penerimaan pendapatan peningkatan Tirmur, 57,50 §7.50 DAERAH 2 37,50
2 4 0 M Pajai Daerah pendapatan daerah yang penerimaan pajak Malili, Per;en Percen 47 Persen 87 Persen 95 Persen 95 Persen 44,939,000 44939000 | (PAD) pererimas Per'sen 76.550.582
daerah terfasititasl daerah Malill n
1 pendapata
n daerah




Rencana Kerja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2022 ini merupakan dokumen rencana kerja tahunan berdasarkan Rencana
Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026
dalam mendukung tercapainya Visi “ Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan
dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya“ dan target
pembangunan yang telah dijabarkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD) Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022,

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah juga merupakan dokumen
perencanaan dalam penyusunan rumusan program dan kegiatan tahun 2022 dan
untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu. Selain sebagai dokumen
perencanaan, Renja berfungsi pula sebagai acuan bagi pelaksanaan program dan
.kegiatan Tahun 2022 Lingkup Badan Pendapatan Daerah, guna mendukung
tercapainya target pembangunan daerah yang tercantum dalam RKPD.

Optimalisasi dalam pelaksanaan Renja merupakan hal penting yang periu
diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan
kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan Badan Pendapatan
Daerah, sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik di masa
mendatang demi tercapainya visi dan misi serta kebijakan dan prioritas
pembangunan.

Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah

membantu dan terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

j 1
KEPAU(‘BADAN
PENDAPATAN DAERAH,

MUHAMMAD SAID, SE.MM
Pangkat : Pembina

NIP. 19790313 200502 1 010




